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ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini telah
merubah cara orang dalam bersosialisasi.Dalam penggunaan sosial media yang
begitu maju banyak sekali dampak negatif maupun dampak positif. Jadi setiap
orang yang harus berhati — hati dalam menggunakan sosial media. Di era sekarang
ini sedang marak kejahatan cyberbullying di sosial media, bentuk kejahatannya
bermacam — macam dari penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan dIl.

Di era digital yang serba canggih ini, masyarakat mempunyai kebebasan
untuk mengutarakan pendapatnya, menyuarakan pendapatnya, berkeluh kesah,
berbagi cerita, pengalaman, dan apapun yang ingin dibagikan kepada masyarakat
di media sosial. Namun, banyak ditemukan pelanggaran terhadap kebebasan
berekspresi terkait Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (selanjutnya
disebut “UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK?”). Akibat ketidaktahuan dan pemahaman mengenai UNDANG -
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, masyarakat
cenderung takut untuk bersuara di media sosial.penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif (yuridis normatif).

Kesimpulan penelitian sebagai berikut, Pengaturan menyerang kehormatan
nama baik akibat cyberbullying pada Pasal 27A Undang — Undang No 1 Tahun
2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif telah mengatur
unsur — unsur menyerang kehormatan nama baik dan sanksi atau hukuman bagi
pelaku menyerang kehormatan nama baik. Berdasarkan Analisis Penggunaan
Kebijakan Kriminal lebih sering menggunakan kebijakan pendekatan penal policy
(kebijakan peradilan). Kebijakan penal policy ini mengedepankan sarana peradilan
untuk menyelesatkan kasus. Upaya penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sarana nonpenal juga dilakukan karena upaya penanggulangan
kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana
hukum pidana mengalami_keterbatasan. Adapun tindak pidana menyerang
kehormatan nama baik' yang tidak'memenuhi unsur dalam Pasal 27A tidak bisa di
pidana. Seperti, mengkritik, menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: Menyerang Kehormatan Nama Baik; Pasal 27 A Undang — Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik/ Nomeor 1 Tahun 2024, Cyberbullying



ABSTRACT

The rapid development of technology in today's digital era has changed the
way people socialize. The use of social media, which is so advanced, has numerous
negative and positive impacts. Therefore, everyone must be careful when using
social media. Cyberbullying is currently rampant on social media, with various
forms of crime ranging from insults and defamation to fraud.

In this sophisticated digital era, people have the freedom to express their
opinions, voice their opinions, vent their grievances, share stories, experiences, and
anything else they wish to share with the public on social media. However, many
violations of freedom of expression related to the Electronic Information and
Transactions Law (hereinafter referred to as the "ELECTRONIC INFORMATION
AND TRANSACTIONS LAW"). Due to ignorance and a lack of understanding of
the ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW, people tend
to be afraid to speak out on social media. This research is a normative legal research
(normative juridical).

The research concludes as follows: The regulation of cyberbullying offenses
against honor and reputation as a result of cyberbullying in Article 27A of Law No.
1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions has normatively
regulated the elements of cyberbullying offenses and sanctions or punishments for
perpetrators of cyberbullying offenses. Based on the Analysis of the Use of
Criminal Policy, the penal policy approach(judicial policy) is more often used. This
penal policy prioritizes judicial means to resolve cases. Crime prevention efforts
using non-penal means are also carried out because efforts to combat crime using
penal means or using criminal law are limited. Criminal acts of cyberbullying that
do not meet the elements in Article 27A cannot be punished. Such as criticizing,
expressing opinions.

Keywords: Assault.on Honor, Article 27A of Law Number 1 of 2024 on
Informationiand Electronic Transactions, Cyberbullying
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi
telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara
global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula
menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian
cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain
memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban

manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.'

Perbuatan melawan hukum cyber sangat tidak mudah diatasi dengan
mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan,
tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling kait mengkait, reaksi sosial atas
kejahatan dan’yhukum. Hukum' memang ‘menjadi instrumen penting dalam
pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen = instrumen lain
yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk. membuat suatu ketentuan hukum
terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini
bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sinilah sering kali hukum (peraturan)
tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami

perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum

! Maskun,” Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar”, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), hlm. 29



(Vaccum Rechts). Terhadap kejahatan di internet atau cybercrime ini tampaknya

memang terjadi kekosongan hukum.?

Hukum merupakan komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif
menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan di masyrakat. Perubahan
masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang notabenenya mengikuti
perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah, hukum dalam masyarakat
pun harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dialog antara
perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat dapat menjadi nilai pijakan

perkembangan penanggulangan kejahatan di dalam berkembangnya masyarakat.>

Perkembangan teknologi di masa kini, terutama di bidang media sosial,
memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sesial,.cara berkomunikasi, dan
interaksi antar manusia. Berikut ini beberapa dampak baik dan buruk yang muncul
akibat perubahan ini. Dampak Positifnya, Kemudahan berkomunikasi, Penyebaran
Informasi yang cepat, Akses ke Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Ruang untuk
Ekspresi Kreatif. Di\sisi lain; ada juga dampakwanegatifyang bisa di timbulkan antara
lain, Cyberbullying dan'Keamanan Online, Distraksi dan Penufunan Produktivitas,
Masalah Kesehatan ‘Mental. 'Media sosial . bisa. menjadi tempat terjadinya

perundungan siber, yang berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna.

2 Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi
Pengaturan dan Celah Hukumnya”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke — 2
2013 dan Cetakan ke-3 2014) hlm. 4

3 Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi
Pengaturan dan Celah Hukumnya”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke — 2
2013 dan Cetakan ke-3 2014) hlm. 23



Media sosial dalam masa perkembangan teknologi informasi telah membuat
komunikasi lebih mudah dan mengembangkan jaringan sosial yang tidak terbatas
oleh ruang atau waktu. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp
memungkinkan orang, khususnya remaja, untuk saling terhubung dan berinteraksi
secara langsung dan cepat. Meski memberi banyak kemudahan, hal ini juga bisa

dimanfaatkan dengan cara yang salah, salah satunya berupa cyberbullying.

Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang
cenderung merendahkan dan melecehkan. Cyberbullying dapat dilakukan melalui
media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room,
Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan Website. Media yang dicatat
paling banyak terjadi cyber bullying adalah situs media sosial. Situs Media Sosial

dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya cyberbullying.*

Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi membawa
tantangan besarydalamimenjagactika ‘dan tanggung jawab penggunaannya. Untuk
mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang 'menjadi payung hukum dalam mengatur
perilaku pengguna/etika informasi di dunia maya. Disahkan pada tahun 2008 dan

diperbarui pada 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4 Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. dan Sahrul, S.H., M.H., “Pencegahan Cyber Bullying di
Indonesia “(Yogyakarta, Deepublish, 2019), him.21. dalam Hidajat, M., Adam, Ronald A. (et.al),
Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying Jurnal ComTech Vol. 6 No. 1, hlm. 72 — 81.



bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat agar dapat beraktivitas

secara aman dan bertanggung jawab di dunia digital.

Pengaturan Hukum terkait cyberbullying di atur dalam Undang — Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 telah menyediakan dasar
hukum yang jelas untuk menindak pelaku cyberbullying. Beberapa pasal yang
sering digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik belum menjabarkan secara spesifik tentang cyberbullying
sehingga pengertian dan unsur-unsur menyerang kehormatan nama baik mengacu
pada dari pasal-pasal terkait dalam KUHP sebagai sistem pemidanaan atau dasar
bagi penyusunan perundangundangan di lvar KUHP, termasuk Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP delik menyerang kehormatan
nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321.

Cyberbullying yang dilakukan dalam bentuk penghinaan atau menyerang
kehormatan nama baik telah diatur dalam Pasal 27A yang berbunyi “Setiap Orang
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara
menuduhkan suatu hal, dengan,maksud supaya hal.tersebut diketahui umum dalam
bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik”. Kemudian penegakan hukumnya mengacu pada Undang-
undang ITE yaitu Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas dan bagi mereka
yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pada Pasal 27 Ayat (3) tersebut
adalah diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda setinggi-tingginya 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Namun pada



kenyataannya, perundungan dalam dunia maya ini makin marak terjadi namun
hanya sebagian kecil yang dilaporkan dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 27A tersebut banyak disebut sebagai “pasal karet” karena
pengertiannya yang terlalu luas sehingga potensial menjerat banyak pihak. Setelah
dilakukan judicial review oleh Mahkamah Komstitusi, diputuskan dalam putusan
MK Nomor 50 Tahun 2008. MK yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
konstitusi dalam amar putusannya “menyatakan menolak permohonan pemohon
untuk seluruhnya”. Meskipun putusan tersebut ditolak, disebutkan di dalam
pertimbangan majelis hakim pada poin 3.171 bahwa terlepas dari pertimbangan
MK, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27A tidak dapat dipisahkan dari norma
hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang
mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut sehingga pasal a quo
juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk
dapat dituntut di depan pengadilan. °

Negara juga mengatur dalam Undang — Undang terkait penghinaan dan
menyerang kehormatan nama baik yang dapat diterapkan pada kasus cyberbullying,
sebagaimana termaktub dalam Pasal 310, 311 dan 315 Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana. Pasal 310 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa, ‘“Barangsiapa
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum, diancam karena

5 Fatmawati Octarina Nynda, “HUKUM, HAM DAN SIBER Konsep, Pengaturan, dan
Pelanggaran di Media Sosial”, (Malang: PT Cita Intrans Selaras (Citila), 2022), hlm. 57-58.



pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 KUHP ayat (2) menyebutkan bahwa, “Jika hal itu dilakukan
dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di
muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah, Pasal 310 KUHP ayat (3) menyebutkan bahwa, “Tidak
merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan
demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 ayat
(1) KUHP menyebutkan bahwa, “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,
tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama

empat tahun.

Pasal 311 ayat (2).KUHPmenyebutkan bahwa; “Pencabutan hak — hak
berdasarkan pasal 35 'No. 1- 3.dapat dijatuhkan. Pasal 315 KUHP menyebutkan
bahwa, “Tiap —tiap penghinaan dengan:sengaja yang tidak bersifat pencemaran
atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum
dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau
perbuatan, atau dengan surat yang dikirmkan atau diterimakan kepadanya, diancam
karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua

minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Bahan yang diperoleh UNICEF pada 2016 (data 5 tahun terbaru) , sebanyak
42 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun
pernah mengalami tindakan cyber bullying (2016). Beberapa tindakan di antaranya
adalah doxing (mempublikasikan Bahan personal orang lain), cyber stalking
(penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata),
revenge pom (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang
dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan) dan beberapa tindakan cyber

bullying lainnya.®

Laporan dari SAFEnet menyebutkan sekitar 393 orang telah dikriminalisasi
dengan pasal-pasal UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK dari tahun 2013 sampai 2021, yang sebagian besar kasusnya
berkaitan dengan menyerang kehormatan nama baik di dunia maya.Kita “Semua
Bisa Kena” merupakan kalimat yang relevan menggambarkan wajah UNDANG -
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK sekarang. Sebab
siapapun bisa jadi pesakitan melalui pasal-pasal karet dalam undang-undang ini.
Tidak peduli siapapun Anda, baik buruh yang menagih upah, ibu rumah tangga
yang membela kehormatan, dermawan yang menagih piutang, pengacara, dokter,

aktivis, mahasiswa, wartawan, dosen, dan siapa pun statusmu ’

Urgensi Pasal 27A Undang — Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

untuk menjerat pelaku tindak pidana menyerang kehormatan nama baik akibat

6

cyberbullying/2

https://kumparan.com/kumparanstyle/4 1 -persen-remaja-indonesia-pernah-alami-

7 https://icjr.or.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-
uu-ite/



https://kumparan.com/kumparanstyle/41-persen-remaja-indonesia-pernah-alami-cyberbullying/2
https://kumparan.com/kumparanstyle/41-persen-remaja-indonesia-pernah-alami-cyberbullying/2
https://icjr.or.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/
https://icjr.or.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/

cyberbullying di media sosial mengalami perdebatan, di karenakan Pasal 27 ayat
(3) Undang — Undang Nomor 1 TAHUN 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi FElektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik”. Mempunyai perdebatan Pasal Karet atau Pasal multitafsir

karena ada diksi “Pencemaran Nama Baik.”

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap
pasal tersebut harus benar — benar dengan hati — hati, jangan sampai hal ini menjadi
celah bagi pihak -pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.
Seperti halnya kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat
perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit
yang menurutnya kurang memuaskan lewat email tersebut dengan menggunakan

Pasal 27 ayat (3) ini. ®

Penerapan pasal tersebut, justru menghilangkan suara_hati Nurani rakyat,
serta akan mengganggu proses demokrasi, sebab aspirasi rakyat tidak bisa diserap
dan didengar penguasa. Selain Pasal 27A Undang — Undang Nomor: 1 Tahun 2024
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , para jurnalis warga yang menulis
kritik dianggap mencemarkan nama baik, juga dijerat dengan beberapa pasal dalam

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana , Kitab Undang — Undang Hukum Pidana

8 Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi
Pengaturan dan Celah Hukumnya”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke — 2
2013 dan Cetakan ke-3 2014)hlm. 169



(KUHP) mengkriminalkan tindakan penghinaan, menyerang kehormatan nama

baik yang dipublikasikan, dan fitnah.’

Harus diakui bahwa kehadiran UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK memang menjadi benteng pertahanan sekaligus
senjata perlawanan utama dalam menjerat perilaku seseorang yang melawan hukum
dalam bermedia sosial. Akan tetapi, harus disadari pula bahwa implementasi
undang — undang tersebut banyak mengandung pasal — pasal kontroversial yang
telah berulang kali di — judicial review ke Mahkamah Konstitusi, bahkan tidak

jarang juga diserukan agar undang —undang tersebut direvisi.'°

Beberapa isi pasal UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK sebagian besar hanya mengatur penyelesaian secara
represif sebagai upaya ultimum remidium (upaya terakhir apabila semua jalan telah
ditempuh). Artinya, pasal — pasal tersebut cenderung hanya mengatur ketika
perbuatan tersebut telah terjadi (represif).

Diksi Pencemaran Nama' Baik di-dalam'Pasal 27" A: Terkait menyerang
kehormatan“.nama “baik" dan' penghinaan,- dengan " ayat-ayat. yang dapat
disalahgunakan untuk menjerat kritik. Maka, Penelitian ini akan meneliti terkait
Perbuatan menyerang kehormatan nama baik yang bisa di kategorikan tindak

pidana dan di kategorikan bukan tindak pidana.

? Dr.Zainal Arifin, S.S.M.Pd.I.,.S.H..M.H. dan Dr. Emi Puasa
Handayani,S.H.,M.H.,”Cybercrime Menyelisik Penegakan Hukum dan
Penanggulangannya”,(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA DEEPUBLISH, Cetakan Pertama 2023),
hlm. 53 - 54

10 Fatmawati Octarina Nynda, “HUKUM, HAM DAN SIBER Konsep, Pengaturan, dan
Pelanggaran di Media Sosial”, (Malang: PT Cita Intrans Selaras (Citila), 2022), hlm. 32.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana menyerang
kehormatan nama baik akibat cyberbullying?

2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap diksi “pencemaran nama baik” dalam
Pasal 27A Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan cyberbullying?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Menyerang kehormatan
nama baik akibat cyberbullying di media social
b. Untuk mengetahui implementasi Pasal 27 A Undang — Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 TAHUN 2024 tentang Tindak
Pidana Pencemaran Nama ‘Baik
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi
mahasiswa dan masyarakat sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai
Pengaturan Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat
cyberbullying menggunaka Pasal 27 A Undang — Undang Informasi

Transaksi dan Elektronik
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b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu langkah pengembangan diri
dari peneliti dengan menerapkan materi-materi perkuliahan yang telah
dipelajari, sehingga peneliti diharapkan untuk lebih berhati — hati dalam

menggunakan media sosial.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana pembelajaran bagi
pengguna media sosial untuk berhati — hati dalam menggunakannya

agar tidak terkena tindak pidana pencemaran nama baik

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana
yang berjudul “Tinjavan Yuridis Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik
Menurut KUHP 'dan Undang '—"Undang Informasi. Transaksi dan Elektronik”.
Penelitian in1 membahas tentang menyerang kehormatan nama baik sebagai tindak

pidana menurut KUHP dan Undang— Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Supiyati yang berjudul “Penerapan
Pasal 27 A Undang — Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui
Internet sebagai Cyberbcrime di hubungkan dengan Kebebasan Berekspresi”.

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Undang — Undang No 19 Tahun 2016

11



Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Menyerang kehormatan

nama baik di Internet

Penelitian Thesis yang dilakukan oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh
Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri yang berjudul tentang “Tindak
Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan
Perundang — Perundangan” Penelitian ini membahas tentang menyerang
kehormatan nama baik Melalui Media Sosial Menurut Ketentuan Perundang —

Undangan.

Penelitian Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Yudi Amriyanto dan Dahlan Ali
yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyerang
kehormatan nama baik Melalui Media Sosial”. Penelitian ini membahas
bagaimana tentang penanggulangan yang telah dilakukan oleh penegak hukum
kepada suatu perbuatan tindak pidana menyerang kehormatan nama baik melalui
media sosial atau cybercrime, agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum

terhadap tindak pidanaimenyerang kehormatan nama baik melalui media sosial.

Penelitian yang/dilakukan oleh. Andi Rahma, Asrul'Aswar, Dhea Rezkyah
M yang berjudul “Tinjavan Yuridis Tindak Pidana’ Cyber Crime Terhadap
Pencemaran Nama Baik di Kota Makassar (Studi Putusan No.
255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)”. Penelitian ini membahas tentang Penerapan
Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik. Berikut Tabel mengenai persamaan dan

perbedaan pembahasan antara skripsi dan jurnal diatas dari pembahasan ini:
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Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Pembahasan antara Skripsi dan Jurnal

No | Nama, Judul dan Institusi Tahun | Persamaan Perbedaan

1. | Peni Anatasia Sitepu dan | Jurnal | Menggunakan | a. membahas tentang
Herman Brahmana, | 2025 | pendekatan Tinjauan Yuridis
“Tinjauan Yuridis Tindak penelitian Tindak Pidana
Pidana Menyerang berupa Pencemaran Nama Baik
kehormatan nama  baik Tinjauan b. Pembahasan
Menurut  KUHP dan Yuridis.
UNDANG - UNDANG
INFORMASI DAN
TRANSAKSI
ELEKTRONIK?”,
Universitas Prima Indonesia

2. | Supiyati, “Penerapan Pasal | Jurnal | a. a. membahas tentang
27 A Undang~- Undang NO |/ 2019 | Menggunakan ' [ Penerapan Pasal 27 A
19 Tahun 2016  Tentang pendekatan Undang — Undang No
Informasi * dan " Transaksi penelitian 19 Tahun 2016
Elektronik Terhadap Tindak yuridis b. membahas tentang
Pidana Menyerang normatif bagaimana peranan
kehormatan nama  baik b. membahas | Badan Cyber Nasional
Melalui Internet sebagai Pasal 27 A dalam memberikan
Cyberbcrime di hubungkan perlindungan  hukum
dengan Kebebasan terhadap kebebasan
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Berekspresi”, Fakultas berekspresi melalui
Hukum, Universitas internet

Pamulang

W. Erfandy Kurnia | Jurnal | menggunakan | a. meninjau Tindak
Rachman, Muh Syarief | 2020 pendekatan Pidana Menyerang
Simatupang, Yessy penelitian kehormatan nama baik
Kurniani, Rela Putri, hukum di Media Sosial
“Tindak Pidana Menyerang normatif berdasarkan Peraturan
kehormatan nama baik di Perundang — Undangan
Media Sosial Berdasarkan terutama KUHP
Peraturan  Perundang -

Perundangan”,Mahasiswa

Magister Ilmu  Hukum,

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Yudi Amriyanto dan Dahlan | Jurnal | membahas a. membahas objek
Ali . “Penegakan Hukum | 2021 tentang Tidak | penelitian di Wilayah

Terhadap ' Tindak ' Pidana
Menyerang kehormatan
nama baik Melalui Media
Sosial
(Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Sinabang)”,

Pidana

Pencemaran

Nama Baik

Hukum Pengadilan

Negeri Sinabang
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FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH
KUALA
Andi Rahma, Asrul Aswar, | Jurnal | a. membahas | a.membahas mengenai
Dhea Rezkyah M, | 2023 | tentang Tindak | Menyerang kehormatan
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana nama baik di Kota
Pidana  Cyber = Crime Pencemaran Makassar dengan
Terhadap Menyerang Nama Baik penelitian (Studi
kehormatan nama baik Di b. penelitian ini | Putusan No.
Kota  Makassar  (Studi menggunakan | 255/Pid.Sus/2021/PN.
Putusan No. metode Makassar)
255/Pid.Sus/2021/PN. penelitan
Makassar)”, Fakultas normatif
Hukum, Universitas dengan
Indonesia Timur mengkaji studi

kepustakaan,

dokumen- dan

studi putusan.

E. Kerangka Teori
Kebijakan Kriminal
Kebijakan  Kriminal (Criminal Policy) adalah  “rational

organization to respons of crime”, sehingga kata “kebijakan” sebagai
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padanan dari kata “policy” disini lebih ditujukan pada adanya tanggapan
masyarakat atau “social respons” terhadap kejahatan dan segala
problematikanya. Dengan demikian kata “kriminal” merujuk pada objek
dari kebijakan tersebut, yaitu “tindak pidana, orang yang melakukan tindak

pidana tersebut dan sanksinya (pemidanaan)”.

Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik
hukum. Menurut Sudarto!!, politik hukum adalah: a. Usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu saat. b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan
pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan
"politik kriminal" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik.

. Metode Penelitian

Metode yang-digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian in1 menggunakan jenis penelitian pustaka (Library

Research) yaitu dengan mencari atau menganalisis data — data penelitian

20.

' Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal.
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yang berasal dari perpustakan baik berupa buku, skripsi, jurnal, peraturan
perundang — undangan, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang diperlukan
dalam penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan
pendekatan perundang — undangan, karena yang akan diteliti adalah

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif — analitis karena penulis
mendeskripsikan data yang diperoleh dari data sekunder dan didukung oleh
data primer mengenai bagaimana implementasi pengaturan hukum terkait

tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis — normatif
dilakukan karena dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data — data
dengan-cara mengumpulkan berupa ketentuan — ketentuan hukum apakah

sudah sesuai dengan norma — norma hukum yang berlaku atau belum.

4. Sumber Bahan

Sumber Bahan yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer yaitu bahan — bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari peraturan perundang — undangan yang terkait dengan objek

penelitian, yaitu:
1) Undang — Undang Informasi Transaksi dan Elektronik No 1 Tahun 2024

2) Naskah Akademik Undang — Undang Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

3) Pasal 27 A Undang — Undang Informasi Transaksi dan Elektronik No 1

Tahun 2024

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 105/PUU-XXI1/2024

6) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah Bahan yang secara tidak langsung
memberikan keterangan yang mendukung sumber Bahan primer. Adapun

sumber Bahan-tersebut yaitu:

1) Buku — buku hukum pidana dan hukum siber
2) Artikel jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum
3) Kajian akademik dari lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum,

Komnas HAM

c. Bahan Tersier
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Bahan Tersier dalam penelitian ini ialah semua publikasi tentang
hukum yang terdiri dari kamus — kamus hukum, ensiklopedia hukum,

direktori putusan mahkamah agung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data primer berupa peraturan perundang — undangan
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dari berbagai tulisan yang
telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip, Pencarian data

primer akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan — laporan yang
biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat

penyimpanan arsip.

b. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa
peraturan perundang — undangan, hasil penelitian, buku — buku,
artikel Tdanl “berita’, +| (beritaj dalatn | surat "kabar atau majalah,

ensiklopedia, dan kamus.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan cara melakukan pengumpulan beberapa data terkait topik

permasalahan yang dibahas, baik dari jurnal — jurnal, hasil penelitian hukum
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maupun peraturan perundang — undangan yang terkait, serta dokumen hasil
wawancara. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori

atau kaidah yang ada.

Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi Pasal 27A
terkait tidak pidana menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying
dalam pengaturan perundang — undangan Informasi dan Transaksi

Elektronik Nomor 1 Tahun 2024.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang meliputi
pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data untuk menghasilkan
suatu kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dari data yang
diperoleh dari data library research (kepustakaan), putusan, jurnal, dan

skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut,
disusun secara sistematis agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan
memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:
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Bab 1, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab II, membahas kajian teori yang berkaitan dengan masalah Tindak

Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying, kebijakan kriminal

Bab III, membahas tentang implementasi atau pelaksanaan pengaturan
Pasal 27A Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak

Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying

Bab IV, membahas tentang Analisis Yuridis penerapan Pasal 27A Undang
- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dalam
menangani Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying
terkait diksi “pencemaran nama baik”. Dalam bab ini akan dibahas mengenai
analisis yuridis penerapan pasal 27A Undang - Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan kendala yang dihadapi dalam menangani

Tindak Pidana‘Pencemaran Nama Baik.

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan hasil analisis

berupa kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pengaturan Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying
pada Undang — Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik secara normatif telah mengatur unsur — unsur
menyerang kehormatan nama baik dan sanksi atau hukuman bagi
pelaku pencemaran nama baik. Sanksi Pidana penjara paling lama 6
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, jika dilakukan melalui
media elektronik, berdasarkan Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024 dan
penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024

Berdasarkan Analisis Penggunaan Kebijakan Kriminal dalam kasus
menyerang, -kehormatan, nama , baik, lebih  seting menggunakan
kebijakan pendekatan penal policy (kebijakan peradilan).
Kebijakan penal policy init mengedepankan sarana peradilan untuk
menyelesaikan kasus pencemaran nama baik. Kebijakan penal
policy memberikan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 27B ayat (2)
Undang—Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun
2024. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana
nonpenal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana
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hukum pidana mengalami keterbatasan. Keterbatasan — keterbatasan

sarana penal dalam menanggulangi kejahatan menurut Barda

Nawawi Arief, yaitu:

a. Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi
yang paling tajam atau paling keras (ultimum remedium).

b. Secara fungsionalisasi atau pragmatis, operasionalisasi dan
aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih
bervariasi (antara lain, undang — undang dan lembaga atau aparat
pelaksana).

c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mempunyai sifat
kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek

samping yang negatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah

sebagai berikut:

1. Di dalam Undang — Undang ITE No 1 Tahun 2024 perlu di lakukan
kajian ulang oleh Pembentuk Undang — Undang yakni DPR atau
Pemerintah karena masih terdapat pasal karet yang sering jadi sarana
pembungkaman hak kebebasan berekspresi kepada para jurnalis,
wartawan, aktivis dan masyarakat yang ingin melakukan kritik terhadap
pemerintah . Pasal karet tersebut salah satunya terdapat dalam Pasal 27A

yakni tentang “pencemaran nama baik”.

73



2. Sanksi hukuman terhadap pelaku jika bisa di laksanakan melalui sarana
non penal policy atau sarana non peradilan. Karena menurut kebijakan
kriminal, sarana penal policy merupakan kebijakan terakhir atau ultimun
remedium jika sarana non penal policy tidak bisa ditempuh.

3. Sebagai Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat tentang Undang — Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik No 1 Tahun 2024, penguatan pengawasan melalui
pembentukan lembaga independen untuk penerapan Undang — Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 agar tidak bias,
revisi lanjutan jika diperlukan berdasarkan kritik dari publik atau
masyarakat, kolaborasi dengan ahli teknologi, masyarakat sipil dalam

implementasi
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